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Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak
Reklame yang efektif berlaku tanggal 28 Nopember 2000 Penghitungan pajak reklame adalah hasil
perkalian antara tarip pajak sebesar 25 % dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan variabel -
variabel (1) besarnya biaya pemasangan reklame, (2) besarnya biaya pemeliharaan reklame, (3) lama
pemasangan reklame, (4) nilai strategis lokasi dan (5) jenis reklame. Dasar pengenaan pajak yang dalam
Peraturan Daerah disebut Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan besarannya dengan K eputusan Gubernur
Propinsi OKI Jakarta No.74 tahun 2000 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Penghitungan
Pajak Reklame dalam bentuk Tabel NSR yang terbagi menjadi 10 tabel NSR. Dari 10 macam tabel NSR
tersebut terdapat perbedaan bentuk dan besarannya bahkan ada pemberlakuan tabel NSR minimum dan
maksimum. Y ang menjadi pokok permasalahan adalah apakah keadilan dan prinsip kepastian hukum telah
diterapkan dalam penetapan dasar pengenaan pajak reklame 2.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum tetah
diterapkan dalam penetapan dasar pengenaan pajak reklame.

Berdasarkan latar belakang permasal ahan tersebut maka masalah yang akan diteliti adalah apakah prinsip
keadilan dan prinsip kepastian hukum telah diterapkan dalam pemungutan pajak reklame khususnya
penetapan dasar pengenaan pajak reklame 2.

Kerangkateori yang digunakan berawal dari sistemperpajakan, kemudian teori prinsip keadilan dan
kepastian hukum yang dikaitkan dengan dasar pengenaan pajak reklame.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan mendistribusikan kuesoner dan
wawancara dengan responden, pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan studi kepustakaan. Hasl|
penelitian dapatdisimpulkan sebagai berikut:

1. Secarateori penetapan dasar pengenaan pajak belum atau tidak menerapkan prinsip keadilan dan prinsip
kepastian hukum.

2. Dari hasil kuesioner, para responden seluruhnya setuju bahwa dasar pengenaan pajak reklame tidak
menerapkan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas disarankan agar:

1. Segeramerevisi Keputusan Gubernur Propinsi OKI Jakarta Nomor 74 tahun 2000 yang mengatur tentang
dasar pengenaan pajak reklame sebelum wajib pajak mempertanyakan mengenai penerapan prinsip keadilan
dan prinsip kepastian hukum pada dasar pengenaan pajak reklame.
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2. Nilai strategis|okasi ditetapkan berdasarkan nilai sewa lahan.

3. Biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau ditetapkan
koefisennya sga.

4. Tidak memberlakukan Dasar Pengenaan Pajak minimum dan Dasar Pengenaan Pajak Tetap.



